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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelestarian
lingkungan, menciptakan tertib administrasi impor,
dan pengawasan terhadap pengadaan produk
kehutanan asal impor, perlu mengatur ketentuan
impor produk kehutanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk
Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta
Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke
dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah
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Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik
produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta
turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan
dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
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2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

3. Importir Produsen Produk Kehutanan, yang selanjutnya disebut IP-
Produk Kehutanan adalah perusahaan yang melakukan impor Produk
Kehutanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong pada proses produksi sendiri.

4. Importir Terdaftar Produk Kehutanan, yang selanjutnya disebut IT-
Produk Kehutanan adalah perusahaan yang melakukan impor Produk
Kehutanan untuk keperluan kegiatan usaha dengan
memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

5. Persetujuan Impor adalah izin impor Produk Kehutanan.

6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat
instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan
persyaratan diterbitkannya Persetujuan Impor.

7. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang
menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan
hasil uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Kementerian
Kehutanan.

8. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan penilaian terhadap kelayakan
usaha perusahaan yang terdiri dari pegawai di lingkungan
Kementerian Perdagangan dan dapat melibatkan pegawai di
lingkungan instansi teknis terkait.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.

10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan.

Pasal 2
Produk Kehutanan yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Setiap Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
diimpor wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Produk Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang
telah mendapat pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan atau
penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dari Menteri.
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(2) Produk Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang
telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dari Menteri.

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai
IP-Produk Kehutanan dan penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur
Jenderal.

Pasal 5

(1) Produk Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran I yang diimpor
oleh IT-Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

(2) Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
untuk diperdagangkan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di
dalam negeri.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal
ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

a. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;

b. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi atau
dinas teknis berwenang;

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);

f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

g. Deklarasi Impor; dan

h. Rekomendasi dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk
yang memuat keterangan antara lain mengenai negara asal Produk
Kehutanan, negara asal panen Produk Kehutanan, dan surat
keterangan mengenai legalitas Produk Kehutanan dari otoritas yang
berwenang di negara asal panen yang memuat paling sedikit informasi
mengenai daerah asal panen dan pemegang konsesi.

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
lengkap, dokumen disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan pemeriksaan
lapangan.


